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INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2023
BAB I 
PENDAHULUAN
1.1 PENDAHULUAN
Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam setiap organisasi dikarenakan proses ini mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis terhadap tercapainya tujuan organisasi. Perencanaan mengarahkan organisasi bergerak sesuai dengan arah dan tujuan yang dikehendaki oleh organisasi, selain itu perencanaan juga menjadi tolok ukur keberhasilan dari langkah-langkah atau kegiatan yang dilakukan sehingga harus disusun secara konsisten dengan memperhatikan lingkungan strategis organisasi baik internal maupun eksternal. Dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran kinerja instansi pemerintah daerah dan guna menjawab tantangan dan hambatan organisasi dimasa yang akan datang melalui program dan kegiatan yang sinergis dan terintegrasi. Rencana Kerja merupakan Integrasi atas semua sumber daya yang dimiliki dalam menjawab perkembangan dan perubahan lingkungan strategis, salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma kepemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan Good Governance yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya, yaitu : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Hal ini memudahkan Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tanggungjawab dan melaksanakan pemerintahan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
1.2 DASAR HUKUM
1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah;

3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

6. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Permendagri No. 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023;
8. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

9. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2021-2026;

14. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep;

15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep;
16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023;
1.3.  Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Sumenep Tahun 2024 disusun dengan berpedoman kepada Renstra Inspektorat 2021-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Sumenep Tahun 2024 disusun dengan maksud memberikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renja adalah :

a. Menjabarkan rencana strategis OPD

b. Merumuskan program-program prioritas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan tahun yang akan datang

c. Meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan OPD

d. Menciptakan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya organisasi

e. Menciptakan kesinambungan kegiatan pembangunan dari tahun ke tahun dan keselarasan program kegiatan OPD dengan program dan kegiatan pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD maupun RPJMD

1.4.  Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Tahun 2024 disusun ke dalam bab-bab sebagai berkut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen OPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.
1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD; Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD; dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional; seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals); Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD;
Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian tentang rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Berisikan uraian tentang Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
3.3 Program dan Kegiatan
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Berisikan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. 
Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2022 dapat dilihat melalui perkembangan capaian kinerja selama satu tahun periode berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan. Secara garis besar dapat dilihat dari tabel berikut ini: 
	KODE

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026
	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021
	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022
	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)

	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023

						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022
	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022
	Tingkat Realisasi (%)

		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023
	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)


	1

	2

	3

	4

	5

	6

	7

	8=(7/6)

	9

	10=(5+7+9)

	11=(10/4)


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	6.01.01

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor
	95

	 % 

	 

	95

	95

	100
	95

	 

	 


	6.01.01.2.01

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
	95

	 % 

	 

	95

	95

	100
	95

	 

	 


	6.01.01.2.01.01

	 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

	Jumlah     Dokumen     Perencanaan     Perangkat
Daerah

	2

	 dokumen 

	 

	2

	2

	100
	2

	 

	 


	6.01.01.2.01.02 

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

	1

	 dokumen 

	 

	1

	1

	100
	1

	 

	 


	6.01.01.2.01.03

	 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

	1

	 dokumen 

	 

	1

	1

	100
	1

	 

	 


	6.01.01.2.01.04 

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

	1

	 dokumen 

	 

	1

	1

	100
	1

	 

	 


	6.01.01.2.01.05 

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

	1

	 dokumen 

	 

	1

	1

	100
	1

	 

	 


	6.01.01.2.01.06 

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan
	1

	 laporan 

	 

	1

	1

	100
	1

	 

	 


	6.01.01.2.01.07 

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

	Jumlah   Laporan   Evaluasi   Kinerja   Perangkat
Daerah

	12

	 kali 

	 

	12

	12

	100
	12

	 

	 


	6.01.01.2.02 

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

	Prosentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel

	100

	 % 

	 

	100

	100

	100
	100

	 

	 


	6.01.01.2.02.01 

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Jumlah    Orang    yang    Menerima    Gaji    dan
Tunjangan ASN

	65

	 dokumen 

	 

	65

	65

	100
	65

	 

	 


	6.01.01.2.02.04 

	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

	Jumlah  Dokumen  Koordinasi  dan  Pelaksanaan
Akuntansi SKPD

	1

	 laporan 

	 

	1

	1

	100
	1

	 

	 


	6.01.01.2.02.05 

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun  SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi  Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

	1

	 laporan 

	 

	1

	1

	100
	1

	 

	 


	6.01.01.2.02.07 

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran  SKPD

	1

	 laporan 

	 

	1

	1

	100
	1

	 

	 


	6.01.01.2.02.08 

	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

	Jumlah    Dokumen    Pelaporan    dan    Analisis
Prognosis Realisasi Anggaran

	2

	 laporan 

	 

	2

	2

	100
	2

	 

	 


	6.01.01.2.03

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah

	100

	 % 

	 

	100

	100

	100
	100

	 

	 


	6.01.01.2.03.01

	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

	Jumlah    Rencana    Kebutuhan    Barang    Milik
Daerah SKPD

	1

	 laporan 

	 

	1

	1

	100
	1

	 

	 


	6.01.01.2.03.05

	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

	Jumlah  Laporan  Rekonsiliasi  dan  Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

	1

	 laporan 

	 

	1

	1

	100
	1

	 

	 


	6.01.01.2.03.06

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

	Jumlah  Laporan  Penatausahaan  Barang  Milik
Daerah pada SKPD

	1

	 laporan 

	 

	1

	1

	100
	1

	 

	 


	6.01.01.2.05 

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

	Jumlah ASN yang mempunyai keterampilan dan keahlian

	100

	 % 

	 

	100

	100

	100
	100

	 

	 


	6.01.01.2.05.02

	 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

	Jumlah  Paket  Pakaian  Dinas  beserta  Atribut
Kelengkapan

	65

	 orang 

	 

	65

	65

	100
	65

	 

	 


	6.01.01.2.05.03 

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

	Jumlah  Dokumen  Pendataan  dan  Pengolahan
Administrasi Kepegawaian

	65

	 orang 

	 

	65

	65

	100
	65

	 

	 


	6.01.01.2.05.05

	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

	Jumlah   Dokumen   Monitoring,   Evaluasi,   dan
Penilaian Kinerja Pegawai

	65

	 orang 

	 

	65

	65

	100
	65

	 

	 


	6.01.01.2.05.09

	 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

	35

	 orang 

	 

	35

	35

	100
	35

	 

	 


	6.01.01.2.05.11

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

	35

	 orang 

	 

	35

	35

	100
	35

	 

	 


	6.01.01.2.06 

	Administrasi Umum Perangkat Daerah

	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi

	95

	 % 

	 

	95

	95

	100
	95

	 

	 


	6.01.01.2.06.01

	 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

	Jumlah         Paket         Komponen         Instalasi
Listrik/Penerangan    Bangunan    Kantor    yang Disediakan

	15

	 macam 

	 

	15

	15

	100
	15

	 

	 


	6.01.01.2.06.02

	 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	Jumlah    Paket    Peralatan    dan    Perlengkapan Kantor yang Disediakan

	20

	 macam 

	 

	20

	20

	100
	20

	 

	 


	6.01.01.2.06.04

	 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

	Jumlah   Paket   Bahan   Logistik   Kantor   yang Disediakan

	10

	 macam 

	 

	10

	10

	100
	10

	 

	 


	6.01.01.2.06.05

	 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan

	20

	 macam 

	 

	20

	20

	100
	20

		
	6.01.01.2.06.06 

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

	15

	 paket 

	 

	15

	15

	100
	15

		
	6.01.01.2.06.08

	 Fasilitasi Kunjungan Tamu

	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

	10

	 kali 

	 

	10
	10
	100
	10

		
	6.01.01.2.06.09

	 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

	Jumlah      Laporan      Penyelenggaraan      Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

	45

	 kali 

	 

	45

	45

	100
	45

	 

	 


	6.01.01.2.06.10

	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

	2

	 meter  

	 

	2

	2

	100
	2

	 

	 


	6.01.01.2.06.11

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

	Jumlah     Dokumen     Dukungan     Pelaksanaan Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  pada SKPD

	1

	 paket 

	 

	1

	1

	100
	1

	 

	 


		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

	Prosentase sarana dan prasarana penunjang yang laik fungsi

	98

	 % 

	 

	98

	98

	100
	98

	 

	 


	6.01.01.2.07.02

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan yang Disediakan

	1

	 paket 

	 

	1

	1

	100
	1

	 

	 


	6.01.01.2.07.05

	 Pengadaan Mebel

	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

	1

	 paket 

	 

	1

	1

	100
	1

	 

	 


	6.01.01.2.07.06

	 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang
Disediakan

	1

	 paket 

	 

	1

	1

	100
	1

	 

	 


	6.01.01.2.07.09

	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

	Jumlah  Unit  Gedung  Kantor  atau  Bangunan
Lainnya yang Disediakan

	1

	 paket 

	 

	1

	1

	100
	1

	 

	 


	6.01.01.2.07.10

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

	Jumlah   Unit   Sarana   dan   Prasarana   Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

	1

	 paket 

	 

	1

	1

	100
	1

	 

	 


	6.01.01.2.07.11

	 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung  Kantor  atau  Bangunan  Lainnya  yang
Disediakan

	1

	 paket 

	 

	1

	1

	100
	1

	 

	 


	6.01.01.2.08

	 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	Prosentase jasa penunjang yang laik fungsi

	95

	 % 

	 

	95

	95

	100
	95

	 

	 


	6.01.01.2.08.01

	 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

	Jumlah     Laporan     Penyediaan     Jasa     Surat Menyurat

	3200

	 tahun 

	 

	3200

	3200

	100
	3200

	 

	 


	6.01.01.2.08.02

	 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	Jumlah  Laporan  Penyediaan  Jasa  Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

	1

	 tahun 

	 

	1

	1

	100
	1

	 

	 


	6.01.01.2.08.03

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang Disediakan

	1

	 tahun 

	 

	1

	1

	100
	1

	 

	 


	6.01.01.2.08.04 

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	Jumlah   Laporan   Penyediaan   Jasa   Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

	1

	 tahun 

	 

	1

	1

	100
	1

	 

	 


	6.01.01.2.09

	 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	Prosentase sarana dan prasarana yang laik fungsi

	95

	 % 

	 

	95

	95

	100
	95

	 

	 


	6.01.01.2.09.02 

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

	1

	 tahun 

	 

	1

	1

	100
	1

	 

	 


	6.01.01.2.09.05

	 Pemeliharaan Mebel

	Jumlah mebel yang dipelihara

	1

	 tahun 

	 

	1

	1

	100
	1

	 

	 


	6,01.01.2.09.06

	 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara

	1

	 tahun 

	 

	1

	1

	100
	1

	 

	 


	6.01.01.2.09.09

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
yang Dipelihara/Direhabilitasi

	1

	paket

	 

	1

	1

	100
	1

	 

	 


	6.01.01.2.09.10

	 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

	Jumlah  Sarana  dan  Prasarana  Gedung  Kantor atau           Bangunan           Lainnya           yang Dipelihara/Direhabilitasi

	1

	paket

	 

	1

	1

	100
	1

	 

	 


	6.01.02

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

	Persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan

	60

	 % 

	 

	65
	65
	100
	75
	 

	 


	 6.01.02.1.01
	 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
	Persentase penyelesaian pengawasan internal
	75
	%
	 

	77
	77
	100
	81

	 

	 


	6.01.02.1.01.01

	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

	Jumlah   Laporan   Hasil   Pengawasan   Kinerja Pemerintah Daerah

	80

	laporan

	 

	90

	90

	100
	100

	 

	 


	6.01.02.1.01.02

	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

	Jumlah  Laporan  Hasil  Pengawasan  Keuangan
Pemerintah Daerah

	145

	laporan

	 

	140
	140
	100
	135

	 

	 


	6.01.02.1.01.03

	 Reviu Laporan Kinerja

	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja

	50

	laporan

	 

	52
	52
	100
	56

	 

	 


	6.01.02.1.01.04

	Reviu Laporan Keuangan

	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan

	1

	laporan

	 

	1

	1

	100
	1

	 

	 


	6.01.02.1.01.05

	Pengawasan Desa

	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa

	60

	laporan

	 

	60

	60

	100
	60

	 

	 


	6.01.02.1.01.06

	Kerjasama Pengawasan Internal

	Jumlah  Kesepakatan  Pengawasan  Internal yang Terbentuk

	4

	kali

	 

	4

	4

	100
	4

	 

	 


	6.01.02.1.01.07

	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

	2

	 

	 

	2

	2

	100
	2

	 

	 


	6.01.02.1.02

	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

	Persentase penyelesaian penanganan kerugian daerah dan PDTT

	75

	%

	 

	77
	77
	100
	81

	 

	 


	6.01.02.1.02.01

	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

	Jumlah      Laporan      Penyelesaian      Kerugian
Negara/Daerah yang Ditangani

	10

	laporan

	 

	11
	11
	100
	13

	 

	 


	6.01.02.1.02.02

	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

	Jumlah   Laporan   Hasil   Pengawasan   Dengan Tujuan Tertentu

	15

	laporan

	 

	16
	16
	100
	18

	 

	 


	 

	 

	 

		 

	 

			100
		 

	 


	6.01.03

	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

	Persentase perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi

	70

	 % 

	 

	75
	75
	100
	85

	 

	 


	6.01.03.1.01

	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan

	Jumlah rumusan kebijakan teknis yang dihasilkan

	20

	laporan

	 

	22
	22
	100
	25

	 

	 


	6.01.03.1.01.01

	 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun

	10

	laporan

	 

	11
	11
	100
	13

	 

	 


	6.01.03.1.01.02

	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun

	10

	laporan

	 

	11
	11
	100
	13

	 

	 


	6.01.03.2.02

	 Pendampingan dan Asistensi

	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi Reformasi Birokrasi, Pencegahan Korupsi dan Penegakan Integritas

	75

	%

	 

	80
	80
	100
	90

	 

	 


	6.01.03.1.02.01

	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

	Jumlah    Perangkat    Daerah    yang    Dilakukan Pendampingan        dan        Asistensi       Urusan Pemerintahan Daerah

	12

	laporan

	 

	16
	16
	100
	24

	 

	 


	6.01.03.1.02.02

	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

	Jumlah    Perangkat    Daerah    yang    Dilakukan Pendampingan,      Asistensi,      Verifikasi,      dan Penilaian Reformasi Birokrasi

	15

	Perangkat Daerah 
	 

	16
	16
	100
	18

	 

	 


	6.01.03.1.02.03

	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

	Jumlah   Kegiatan   Koordinasi,   Monitoring   dan Evaluasi    serta    Verifikasi    Pencegahan    dan
Pemberantasan Korupsi

	20

	Kegiatan
	 

	21
	21
	100
	21

	 

	 


	6.01.03.1.02.04

	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

	Jumlah    Perangkat    Daerah    yang    Dilakukan Pendampingan,      Asistensi      dan      Verifikasi Penegakan Integritas

	24

	Perangkat Daerah
	 

	25
	25
	100
	25

	 

	 



	


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep yang tercantum dalam program dan kegiatan yang dilakukan selama periode satu tahun sebagai penentuan tolok ukur dan indikator kinerja perlu dilakukan analisis pencapaian kinerja. Analisis pencapaian kinerja tersebut disajikan dengan format sebagai berikut : 
Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah
Kabupaten Sumenep

	NO
	Indikator
	SPM/stan dar nasional
	IKK
	Target Renstra Perangkat Daerah
	Realisasi

Capaian
	Proyeksi
	Catatan

Analisis

	
	
	
	
	Tahun

2021 (thn n-2)
	Tahun

2022 (thn n-1)
	Tahun

2023 (tnn n)
	Tahun

2024 (thn n+1
	Tahun

.2021 (thn n-2)
	Tahun

2022 (thn n-1)
	Tahun

2024 (tnn n)
	Tahun

2024 (thn n+1
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	
	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN MATURITAS SPIP
	
	
	
	3,050
	3,100
	-
	3,094
	-
	-
	-
	Akhir periode Renstra 2021-2026

	
	MENINGKATNYA PERAN APIP SEBAGAI QUALITY ASSURANCE DAN CONSULTING
	
	
	
	Level III
	Level III
	-
	Level III
	-
	-
	-
	Akhir periode Renstra 2021-2026

	
	MENINGKATNYA PENYELESAIAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN
	
	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan APIP
	
	60%
	70%
	-
	86%
	-
	-
	-
	Akhir periode Renstra 2021-2026


Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi.

a. Berkaitan indikator kinerja Persentase laporan keuangan sesuai SAP terdapat beberapa faktor keberhasilan/kegagalan atas indikator ini, yaitu :

· Tingkat pemahaman SDM pengelola keuangan di masing-masing OPD tentang tata cara pelaporan pengelolaan keuangan daerah berbasis Akrual masih kurang sehingga penyusunan laporan keuangan sesuai SAP belum optimal.

· Reviu LKPD yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep berperan besar dalam perolehan opini WTP pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021.
· Adanya tenaga pendamping penyusun laporan keuangan OPD dan pengaplikasian SIMRAL sangat membantu dalam pencapaian target indikator ini.
· Diperlukan lebih banyak sosialisasi maupun bimtek terhadap pengelola keuangan di masing-masing OPD terkait dengan pengelolaan keuangan maupun pengaplikasian SIMRAL serta monitoring dan evaluasi secara berkala atas efektifitas dan kelemahan SIMRAL.
b. Berkaitan indikator kinerja Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terdapat beberapa faktor keberhasilan/kegagalan atas indikator ini, yaitu :

· Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan masih dipersepsikan oleh OPD belum merupakan suatu kewajiban. Ditambah kurangnyanya komitmen pimpinan OPD sehingga Penyelesaian tindak lanjut mengalami keterlambatan.

· Seringkali TLHP dari OPD tidak sesuai/tidak sama dengan yang dimaksud oleh BPK sehingga hal tersebut memerlukan  waktu untuk penyelesaiannya.
· Pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah akan dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagai monitoring atas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
c. Berkaitan indikator kinerja Persentase tindak lanjut terhadap temuan APIP terdapat beberapa faktor keberhasilan/kegagalan atas indikator ini, yaitu :

· Penyelesaian tindak lanjut hasil terhadap temuan APIP masih dipersepsikan oleh OPD belum merupakan suatu kewajiban. Ditambah kurangnyanya komitmen pimpinan OPD sehingga Penyelesaian tindak lanjut mengalami keterlambatan.

· Usaha yang dilakukan yaitu dengan melakukan monitoring percepatan penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan APIP yang dilakukan oleh masing-masing Inspektorat Daerah Pembantu sesuai wilayah kerjanya.
d. Berkaitan indikator kinerja Persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan yang ditangani terdapat beberapa faktor keberhasilan/kegagalan atas indikator ini, yaitu :

· Penanganan kasus pengaduan seringkali terkendala oleh waktu akibat banyaknya saksi maupun bukti-bukti yang harus dikumpulkan. Ditambah masih kurangnya jumlah aparatur pengawasan yang menangani sehingga Persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan belum optimal.
· Solusinya yaitu adanya penambahan jumlah auditor serta membuat skala prioritas untuk kasus-kasus pengaduan yang akan ditangani.
e. Berkaitan indikator kinerja Persentase peningkatan cakupan pengawasan terdapat beberapa faktor keberhasilan/kegagalan atas indikator ini, yaitu :

· Bertambah banyaknya agenda pengawasan yang bersifat mandatory yang tidak tercantum dalam PKPT, sehingga penyelesaian LHP untuk audit kepatuhan dan monitoring pada tahun 2022 mengalami keterlambatan.

· Sarana dan prasarana pengawasan yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep dirasa masih belum cukup memadai sehingga jika hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja pengawasan.
· Pada tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep akan memfokuskan cakupan pengawasannya pada audit berbasis risiko sehingga sumber daya yang ada dapat dimaksimalkan.

f. Berkaitan indikator kinerja Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP ≥ B terdapat beberapa faktor keberhasilan/kegagalan atas indikator ini, yaitu :

· Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP ≥ B dari tahun ke tahun meningkat jumlahnya. Hal tersebut disebabkan salah satunya oleh evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep. Dalam evaluasi SAKIP tersebut, OPD dibimbing untuk dapat memahami dan memperbaiki kelemahannya dalam penyusunan SAKIP sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.
· Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep akan mendampingi OPD dalam memperbaiki penyusunan SAKIP-nya yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan melalui evaluasi atas SPIP yang dilakukan oleh OPD serta reviu dokumen perencanaan (RKA).
g. Berkaitan indikator kinerja Kapabilitas APIP Level 3 terdapat beberapa faktor keberhasilan/kegagalan atas indikator ini, yaitu :

· Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep telah berhasil mencapai kapabilitas APIP Level 3 sejak tahun 2019 sesuai dengan Surat Deputi Kepala BPKP tanggal 13 Desember 2019 nomor : SP-2438/D3/04/2019 perihal Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep.
· Usaha yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep untuk mempertahankan kapabilitas APIP Level 3 diantaranya dengan meningkatkan kompetensi SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan serta perbaikan layanan untuk Assurance dan Consulting.
h. Berkaitan indikator Maturitas SPIP Level 3 terdapat beberapa faktor keberhasilan/kegagalan atas indikator ini, yaitu :

· Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep telah berhasil mencapai Maturitas SPIP Level 3 pada tahun 2019.

· Usaha yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep untuk mempertahankan Maturitas SPIP Level 3 diantaranya dengan melakukan evaluasi terhadap Implementasi SPIP di masing-masing OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Dari berbagai indikator kinerja tersebut diatas dapat digambarkan realisasi kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya, terhadap berbagai penyebab kegagalan dapat diberikan suatu solusi yaitu :
1. Optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung fungsi pengawasan APIP.

2. Memberikan pemahaman yang intensif dan efektif terhadap implementasi SAP dan SIMRAL yang secara periodik dapat dilakukan melalui kegiatan Bimtek, Workshop, Diklat, Sosialisasi dan Koordinasi.

3. Meningkatkan peran dan fungsi satuan tugas SPIP melalui penguatan SDM dan anggaran di masing-masing OPD.

4. Peningkatan kompetensi auditor.
5. Pelaksanaan audit berbasis risiko,
6. Konsistensi pelaksanaan gelar pengawasan daerah sebagai sarana pemutakhiran data untuk menuntaskan tindak lanjut pemeriksaan BPK serta temuan APIP yang merupakan kewajiban OPD.

7. Diperlukan adanya sinergitas pengawasan dan telaahan sejawat.
2.3.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten.
Mengingat permasalahan dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin kompleks maka untuk menentukan permasalahan yang akan dijadikan bahan isu penting dan strategis perlu diidentifikasi serta dikelompokkan menurut skala prioritas menyesuaikan isu-isu global, nasional, regional dan lokal sesuai dengan dinamika yang berkembang serta mempengaruhi kinerja organisasi. Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi serta serta penjabaran kajian terhadap isu-isu penting penyelenggaran tugas fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep, maka dapat dirumuskan isu-isu penting dan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

Perumusan isu-isu penting penyelengaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Inspektorat Daerah.

Isu-isu strategis yang dihadapi dilihat dari faktor internal dan eksternal sebagai berikut :
· Faktor Internal

a. Terbatasnya tenaga PPUPD
b. Kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengawasan yang terbatas

c. Sarana dan Prasarana yang menunjang Kegiatan Operasional Pengawasan masih kurang memadai

· Faktor Eksternal

a. Lemahnya pengendalian intern dari masing-masing unit kerja / OPD
b. Belum adanya kepastian pandemi Covid-19 berakhir  menyebabkan terbatasnya mobilitas untuk melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas pemeriksaan dan asistensi pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, demikian juga mobilitas yang bersifat koordinatif ke luar daerah (instansi vertikal).
Tantangan dan Peluang
Pelaksanaan Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil analisa kebutuhan yang telah disusun dengan target Renstra pada tahun yang direncanakan. Berdasarkan analisa kebutuhan dapat digambarkan melalui program dan kegiatan yang akan dilakukan selama satu periode tertentu dengan melakukan kajian-kajian menyeluruh terhadap efektifitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep.

Dari rancangan awal RKPD dengan analisa kebutuhan yang dibutuhkan organisasi, dapat digambarkan melalui tabel berikut ini :
· Tantangan
Tantangan (threats)meliputi:
a. Stakeholder belum sepenuhnya memahami paradigma pengawasan;
b. Bertambahnya peran Inspektorat Daerah dalam menjamin tata kelola pemerintahan yang baik;

c. Bertambahnya pengaduan masyarakat;

d. Masih adanya tunggakan tindak lanjut temuan terhadap hasil pemeriksaan terutama yang menyangkut kerugian Negara/Daerah;

e. Kemampuan untuk meningkatkan dan mempertahankan Opini BPK atas Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah;

f. Bertambahnya program/kegiatan yang dibebankan oleh pemerintah.
· Peluang

Peluang (oportunities) meliputi:
a. Respon positif stakeholder terhadap aktivitas Inspektorat Daerah dalam rangka meningkatkan hubungan koordinatif dan konsultatif yang bersifat kemitraan dan keterkaitan dengan unit pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep;

b. Mendapatkan dukungan dari Bupati terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;

c. Kebijakan pemerintah pusat yang mendorong ke arah transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah;

d. Memungkinkannya untuk dilakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan program pencegahan dan pemberantasan korupsi;

e. Tingkat keterbukaan serta semakin banyaknya PD dalam melakukan konsultasi terkait penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1      Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Mendasari strategi dan visi serta misi yang telah dirumuskan dalam kebijakan nasional harus memberikan keterkaitan hubungan dan kontrol pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam kerangka prioritas pembangunan nasional. Sebagai pelaksanaan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep periode 2021-2026, kebijakan yang diarahkan untuk mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, dalam rangka upaya peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah guna terwujudnya prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (Good Governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan pada semua kegiatan, kondisi ini sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi.
Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk menjadi pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program atau kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3.2    Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
A. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi  dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep yang  dapat menggambarkan hasil akhir yang dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Tujuan merupakan target kualitatif yang dalam penetapannya mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan kepemerintahan (perfomance indicator) serta untuk mewujudkan pencapaian indikator kinerja organisasi.
Adapun tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep sesuai dengan rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan  SPIP

B. Sasaran
Sasaran dibuat agar hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu, yang merupakan penjabaran dari tujuan. Penetapan sasaran didasari atas isu-isu strategis, analisis lingkungan internal dan eksternal, untuk menentukan faktor kunci keberhasilan, sejalan dengan proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi dana dan sumber daya ke dalam kegiatan atau operasional untuk pencapaian kinerja yang diinginkan.
Dalam penetapan sasaran juga dirancang dan diidentifikasikan indikator pencapaiannya, yaitu suatu ukuran tingkat keberhasilan perwujudan pencapaiannya pada priode tahun tertentu. Setiap indikator pencapaian sasaran disertai dengan targetnya masing-masing. Adapun sasaran sesuai dengan Rencana Strategis adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah 
2. Meningkatnya peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting

. Tabel. 3.2

Tujuan dan Sasaran
	NO
	TUJUAN
	SASARAN
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1.
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
	Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah
	Nilai SAKIP
	95%

	2
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan  SPIP
	Meningkatnya peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting
	Level Kapabilitas APIP
	Level III


3.3.  Program Dan Kegiatan
A.   Program
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terintegrasi yang dilaksanakan oleh organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakan organisasi. Kebijakan organisasi tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk program yang terangkum dalam uraian sebagai berikut:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.
B.   Kegiatan
Kegiatan merupakan tindakan nyata Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis dengan prioritas memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi yang berkembang pada saat ini dalam rangka penyediaan layanan publik yang efektif dan efisien. Adapun yang merupakan Kegiatan Prioritas Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
1. Program Penunjang Pemerintahan Daerah;
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	· Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

	· Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;

	· Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;

	· Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;

	· Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
· Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
· Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;


b. Administrasi Keuangan
	· Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

	· Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;

	· Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;

	· Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;

	· Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;


c. Administrasi Umum
	· Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

	· Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

	· Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

	· Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

	· Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

	· Fasilitasi Kunjungan Tamu;

	· Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

	· Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;

	· Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;


d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	· Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

	· Pengadaan Mebel;



	· Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

	· Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan; Lainnya

	· Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

	· Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;


e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
	· Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

	· Pemeliharaan Mebel;




	· Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

	· Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

	· Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;


2. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal; 
· Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
· Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
· Reviu Laporan Kinerja; 
· Reviu Laporan Keuangan;
· Pengawasan Desa;
· Kerjasama Pengawasan Internal;
· Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;
· Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;

· Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 
a. Perumusan     Kebijakan     Teknis     di     Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan 
· Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
· Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan; 
b. Asistensi dan Pendampingan 
· Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah; 
· Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
· Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
· Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas;
Program-program dan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dijelaskan di atas diprioritaskan menggunakan teknologi informasi yang berkembang pada saat ini dan diharapkan dapat menjawab tantangan dan tanggung jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep dalam memberikan keyakinan yang memadai (assurance activities), melakukan sistem deteksi dini (early warning system), meningkatkan kualitas (consulting activities) penyelengaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep sebagai berikut :
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024
Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep
	Kode
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan
	Rencana Tahun 2024
	Catatan Penting
	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

	
	
	
	Lokasi
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sumber Dana
	
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Persentase Pemenuhan Urusan Pengawasan
	Kab. Sumenep
	90 %
	
	DAU
	
	
	

	06.01.01
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi
	Kab. Sumenep
	95%
	9.933.763.459
	
	
	95%
	9.933.763.459

	6.01.01.2.01
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Prosentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu
	Kab. Sumenep
	95%
	75.041.776,22
	
	
	95%
	75.041.776,22

	6.01.01.2.01.01
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Jumlah     Dokumen     Perencanaan     Perangkat
Daerah
	Kab. Sumenep
	2 dokumen
	10.152.467,49
	
	
	2 dokumen
	10.152.467,49

	6.01.01.2.01.02
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Kab. Sumenep
	1 dokumen
	4.259.400,75
	
	
	1 dokumen
	4.259.400,75

	6.01.01.2.01.03
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	Kab. Sumenep
	1 dokumen
	6.618.866,65
	
	
	1 dokumen
	6.618.866,65

	6.01.01.2.01.04
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
	Kab. Sumenep
	1 dokumen
	4.640.791,65
	
	
	1 dokumen
	4.640.791,65

	6.01.01.2.01.05
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
	Kab. Sumenep
	1 dokumen
	4.640.791,65
	
	
	1 dokumen
	4.640.791,65

	6.01.01.2.01.06
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Kab. Sumenep
	1 laporan
	4.729.458,03
	
	
	1 laporan
	4.729.458,03

	6.01.01.2.01.07
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Jumlah   Laporan   Evaluasi   Kinerja   Perangkat
Daerah
	Kab. Sumenep
	12 kali/tahun
	40.000.000
	
	
	12 kali/tahun
	40.000.000

	6.01.01.2.02
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Prosentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel
	Kab. Sumenep
	100%
	6.622.868.525,81
	
	
	100%
	6.622.868.525,81

	6.01.01.2.02.01
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Jumlah    Orang    yang    Menerima    Gaji    dan

Tunjangan ASN
	Kab. Sumenep
	63 orang
	6.598.635.161,99
	
	
	63 orang
	6.598.635.161,99

	6.01.01.2.02.04
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	Jumlah  Dokumen  Koordinasi  dan  Pelaksanaan

Akuntansi SKPD
	Kab. Sumenep
	1 Dokumen
	2.580.000
	
	
	1 Dokumen
	2.580.000

	6.01.01.2.02.05
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun  SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi  Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Kab. Sumenep
	1 dokumen
	5.845.201,45
	
	
	1 dokumen
	5.845.201,45

	6.01.01.2.02.07
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran  SKPD
	Kab. Sumenep
	1 dokumen
	8.162.488,18
	
	
	1 dokumen
	8.162.488,18

	6.01.01.2.02.08
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	Jumlah    Dokumen    Pelaporan    dan    Analisis

Prognosis Realisasi Anggaran
	Kab. Sumenep
	1 dokumen
	7.645.674,19
	
	
	1 dokumen
	7.645.674,19

	6.01.01.2.05
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Prosentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang akuntabel
	Kab. Sumenep
	100%
	685.146.937,66
	
	
	100%
	685.146.937,66

	6.01.01.2.05.02
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Jumlah  Paket  Pakaian  Dinas  beserta  Atribut
	Kab. Sumenep
	65 stel
	33.011.528,55
	
	
	65 stel
	33.011.528,55

	6.01.01.2.05.03
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	Jumlah  Dokumen  Pendataan  dan  Pengolahan

Administrasi Kepegawaian
	Kab. Sumenep
	65 dokumen
	19.120.409,11
	
	
	65 dokumen
	19.120.409,11

	6.01.01.2.05.05
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
	"Jumlah   Dokumen   Monitoring,   Evaluasi,   dan

Penilaian Kinerja Pegawai"
	Kab. Sumenep
	65 orang
	7.000.000,00
	
	
	65 orang
	7.000.000,00

	6.01.01.2.05.09
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
	Kab. Sumenep
	65 orang
	600.000.000
	
	
	65 orang
	600.000.000

	6.01.01.2.05.11
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	Kab. Sumenep
	35 orang
	26.015.000,00
	
	
	35 orang
	26.015.000,00

	6.01.01.2.06
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Prosentase sarana dan prasarana yang laik fungsi
	Kab. Sumenep
	95%
	899.356.846,02
	
	
	95%
	899.356.846,02

	6.01.01.2.06.01
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Jumlah         Paket         Komponen         Instalasi

Listrik/Penerangan    Bangunan    Kantor    yang Disediakan
	Kab. Sumenep
	15 macam
	70.566.805,54
	
	
	15 macam
	70.566.805,54

	6.01.01.2.06.02
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Jumlah    Paket    Peralatan    dan    Perlengkapan
	Kab. Sumenep
	20 macam
	41.405.152,38
	
	
	20 macam
	41.405.152,38

	6.01.01.2.06.04
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Jumlah   Paket   Bahan   Logistik   Kantor   yang

Disediakan
	Kab. Sumenep
	10 macam
	350.000.000,00
	
	
	10 macam
	350.000.000,00

	6.01.01.2.06.05
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan

yang Disediakan
	Kab. Sumenep
	1 paket
	52.380.952,38
	
	
	1 paket
	52.380.952,38

	6.01.01.2.06.06
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
	Kab. Sumenep
	15 macam
	121.000.000,00
	
	
	15 macam
	121.000.000,00

	6.01.01.2.06.08
	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Kab. Sumenep
	10 kunjungan
	108.900.000,00
	
	
	10 kunjungan
	108.900.000,00

	6.01.01.2.06.09
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Jumlah      Laporan      Penyelenggaraan      Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Kab. Sumenep
	45 kali
	125.000.000,00
	
	
	45 kali
	125.000.000,00

	6.01.01.2.06.10
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis

pada SKPD
	Kab. Sumenep
	2 meter
	17.562.285,71
	
	
	2 meter
	17.562.285,71

	6.01.01.2.06.11
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	Jumlah     Dokumen     Dukungan     Pelaksanaan

Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  pada SKPD
	Kab. Sumenep
	1 paket
	12.541.650,00
	
	
	1 paket
	12.541.650,00

	6.01.01.2.07
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Prosentase pengadaan barang milik daerah yang laik fungsi
	Kab. Sumenep
	98%
	405.318.540,00
	
	
	98%
	405.318.540,00

	6.01.01.2.07.02
	Pengadaan  Kendaraan  Dinas  Operasional  atau

Lapangan
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan yang Disediakan
	Kab. Sumenep
	1 unit
	63.972.700,00
	
	
	1 unit
	63.972.700,00

	6.01.01.2.07.05
	Pengadaan Mebel
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
	Kab. Sumenep
	1 paket
	31.460.000,00
	
	
	1 paket
	31.460.000,00

	6.01.01.2.07.06
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang

Disediakan
	Kab. Sumenep
	1 paket
	181.500.000,00
	
	
	1 paket
	181.500.000,00

	6.01.01.2.07.09
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah  Unit  Gedung  Kantor  atau  Bangunan

Lainnya yang Disediakan
	Kab. Sumenep
	1 paket
	48.400.000,00
	
	
	1 paket
	48.400.000,00

	6.01.01.2.07.10
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah  Unit  Gedung  Kantor  atau  Bangunan

Lainnya yang Disediakan
	Kab. Sumenep
	1 paket
	43.383.340,00
	
	
	1 paket
	43.383.340,00

	6.01.01.2.07.11
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah  Unit  Gedung  Kantor  atau  Bangunan

Lainnya yang Disediakan
	Kab. Sumenep
	1 paket
	36.602.500,00
	
	
	1 paket
	36.602.500,00

	6.01.01.2.08
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Prosentase penyediaan jasa penunjang yang laik fungsi
	Kab. Sumenep
	95%
	643.712.712,72
	
	
	95%
	643.712.712,72

	6.01.01.2.08.01
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Jumlah     Laporan     Penyediaan     Jasa     Surat

Menyurat
	Kab. Sumenep
	3200 surat
	44.212.712,72
	
	
	3200 surat
	44.212.712,72

	6.01.01.2.08.02
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Jumlah  Laporan  Penyediaan  Jasa  Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Kab. Sumenep
	1 paket/tahun
	330.000.000,00
	
	
	1 paket/tahun
	330.000.000,00

	6.01.01.2.08.03
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Jumlah   Laporan   Penyediaan   Jasa   Pelayanan

Umum Kantor yang Disediakan
	Kab. Sumenep
	1 paket/tahun
	60.500.000,00
	
	
	1 paket/tahun
	60.500.000,00

	6.01.01.2.08.04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Jumlah   Laporan   Penyediaan   Jasa   Pelayanan

Umum Kantor yang Disediakan
	Kab. Sumenep
	1 paket/tahun
	209.000.000,00
	
	
	1 paket/tahun
	209.000.000,00

	6.01.01.2.09
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Prosentase BMD penunjang yang laik fungsi
	Kab. Sumenep
	95%
	545.039.343,51
	
	
	95%
	545.039.343,51

	6.01.01.2.09.02
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	Kab. Sumenep
	1 paket
	280.000.000
	
	
	1 paket
	280.000.000

	6.01.01.2.09.05
	Pemeliharaan Mebel
	Jumlah Mebel yang Dipelihara
	Kab. Sumenep
	1 paket
	27.207.303,75
	
	
	1 paket
	27.207.303,75

	6.01.01.2.09.06
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah   Peralatan   dan   Mesin   Lainnya   yang

Dipelihara
	Kab. Sumenep
	1 paket /thn
	66.638.935,00
	
	
	1 paket /thn
	66.638.935,00

	6.01.01.2.09.09
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

yang Dipelihara/Direhabilitasi"
	Kab. Sumenep
	1 paket
	115.238.095,24
	
	
	1 paket
	115.238.095,24

	6.01.01.2.09.10
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah  Sarana  dan  Prasarana  Gedung  Kantor atau           Bangunan           Lainnya           yang

Dipelihara/Direhabilitasi
	Kab. Sumenep
	1 paket
	55.955.009,52
	
	
	1 paket
	55.955.009,52

	06.01.02
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
	Prosentase penyelenggaraan pengawasan untuk menciptakan lingkungan good governance
	Kab. Sumenep
	75%
	2.314.298.305
	
	
	75%
	2.314.298.305

	6.01.02.2.01
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
	Prosentase pengawasan internal yang kompeten
	Kab. Sumenep
	81%
	1.511.662.120,00
	
	
	81%
	1.511.662.120,00

	6.01.02.2.01.01
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
	Jumlah   Laporan   Hasil   Pengawasan   Kinerja

Pemerintah Daerah
	Kab. Sumenep
	100 laporan
	263.763.471,56
	
	
	100 laporan
	263.763.471,56

	6.01.02.2.01.02
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
	"Jumlah  Laporan  Hasil  Pengawasan  Keuangan

Pemerintah Daerah"
	Kab. Sumenep
	130 laporan
	536.399.400
	
	
	130 laporan
	536.399.400

	6.01.02.2.01.03
	Reviu Laporan Kinerja
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja
	Kab. Sumenep
	1 laporan
	531.789.980,01
	
	
	1 laporan
	531.789.980,01

	6.01.02.2.01.04
	Reviu Laporan Keuangan
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan
	Kab. Sumenep
	1 laporan
	87.948.737,29
	
	
	1 laporan
	87.948.737,29

	6.01.02.2.01.05
	Pengawasan Desa
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa
	Kab. Sumenep
	60 laporan
	297.928.763
	
	
	60 laporan
	297.928.763

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.01.02.2.01.06
	Kerjasama Pengawasan Internal
	Jumlah  Kesepakatan  Pengawasan  Internal yang

Terbentuk
	Kab. Sumenep
	4 laporan
	63.632.390,93
	
	
	4 laporan
	63.632.390,93

	6.01.02.2.01.07
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
	Kab. Sumenep
	2 kali
	185.710.690,25
	
	
	2 kali
	185.710.690,25

	6.01.02.2.02
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
	Prosentase peningkatan nilai akuntabilitas kinerj perangkat daerah
	Kab. Sumenep
	81%
	347.124.871,90
	
	
	81%
	347.124.871,90

	6.01.02.2.02.01
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
	Jumlah      Laporan      Penyelesaian      Kerugian

Negara/Daerah yang Ditangani
	Kab. Sumenep
	13 laporan
	114.635.121,90
	
	
	13 laporan
	114.635.121,90

	6.01.02.2.02.02
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
	Jumlah   Laporan   Hasil   Pengawasan   Dengan

Tujuan Tertentu
	Kab. Sumenep
	18 laporan
	347.124.871,90
	
	
	18 laporan
	347.124.871,90

	06.01.02
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
	Prosentase rumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi yang ditangani
	Kab. Sumenep
	85%
	1.629.561.694,13
	
	
	85%
	1.629.561.694,13

	6.01.03.2.01
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan
	Prosentase kebijakan teknis Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan yangh ditangani
	Kab. Sumenep
	25
	468.285.760,53
	
	
	25
	468.285.760,53

	6.01.03.2.01.01
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang

Pengawasan yang Disusun
	Kab. Sumenep
	13 laporan
	121.191.413,53
	
	
	13 laporan
	121.191.413,53

	6.01.03.2.01.02
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang

Fasilitasi Pengawasan yang Disusun
	Kab. Sumenep
	13 laporan
	347.094.347,00
	
	
	13 laporan
	347.094.347,00

	6.01.03.2.02
	Pendampingan dan Asistensi
	Persentase pendampingan dan asistensi yang ditangani tepat waktu
	Kab. Sumenep
	90%
	1.161.275.933,60
	
	
	90%
	1.161.275.933,60

	6.01.03.2.02.01
	Pendampingan        dan        Asistensi       Urusan Pemerintahan Daerah
	Jumlah    Perangkat    Daerah    yang    Dilakukan

Pendampingan        dan        Asistensi       Urusan Pemerintahan Daerah
	Kab. Sumenep
	24 laporan
	19.787.533,33
	
	
	24 laporan
	19.787.533,33

	6.01.03.2.02.02
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
	Kab. Sumenep
	18 laporan
	76.577.988
	
	
	18 laporan
	76.577.988

	6.01.03.2.02.03
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
	Junlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
	Kab. Sumenep
	21 laporan
	768.242.543
	
	
	21 laporan
	768.242.543

	6.01.03.2.02.04
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
	Prosentase Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas yang ditangani
	Kab. Sumenep
	25 laporan
	296.667.869
	
	
	25 laporan
	296.667.869


BAB IV
PENUTUP
Untuk  menjamin  agar  kegiatan  berjalan  efektif,  efisien, dan tepat sasaran maka sebuah sistem perencanaan yang baik merupakan syarat mutlak untuk tercapainya tujuan. Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah merupakan bagian dari rencana kerja tahunan yang menggambarkan prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep dan dijabarkan ke dalam program dan kegiatan pokok pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Adapun prioritas pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep adalah berdasarkan kritieria sebagai berikut :
1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan.
2. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya.
3. Kegiatan  tersebut  sifatnya  mendesak  dan  penting  untuk segera dilaksanakan.
4. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.
Renja Tahun 2024 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-OPD) yang selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Beberapa harapan dengan adanya Renja Tahun 2024, sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Program  dan  kegiatan  dapat  berjalan  dengan efektif  dan efisien  serta  terkordinasi  sesuai  dengan  tujuan dan sasaran berikut berbagai indikator yang telah ditetapkan.
2. Mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan Program dan Kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten. 
3. Mengakomodir berbagai aspirasi, perkembangan maupun perubahan yang terjadi, yang belum terprediksi dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026.
Akhirnya, indikator keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun 2024 akan sangat tergantung kepada komitmen dan konsistensi para pelaksana program dan kegiatan sehingga sasaran organisasi yang telah ditetapkan bersama dapat dicapai dengan sebaik- baiknya.

Sumenep,     April 2023
INSPEKTUR DAERAH 
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